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BUPATI SITUBONDO 

PERA TORAN DAERAH KABUPA TEN SITUBONDO 

NOMOR 4 TAHUN2011 
TENTANG 

PA,IAKDAERAII 

DENGAN RABMAT TOBAN YANG MAHA :ESA 

BUPATI SITUBONDO, 

M_.buc a. bah~ dcngao berlalrunya Undaog-Undang Nomor 28 Tabun i009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi ~ maka Peraturan Daerah 
yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesu•ikan; 

b. bahwa berda.,arkan pertimbangall sdJapiJJl8D8 dimaksnd dalaln buruf a, 
mab perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. 

1. Uodang-Undaog Nomor 12 Tahuo 1950 tentaog Pe1J1hmmkao 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Propinsi Jawa Tunur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19S0 Nomor 19, 
Tambabau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita 
Negara Rcpublik Indonesia Talum. 1950 Nomor 41) sebagaimaoa tclab 
diubeh dengao Undang-Undang Nomor 2 TahlDl 1965 (Lanharan 
Negara Republik Indonesia Tah1m 1965 Nomor 19, Tambaban 
Lembamo Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Uodang Nomor S Tah1m 1960 tentang Pokok- Pokok Aglaria 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tamm 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teotaog Hukum Acara Pidana 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, . 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tah1m 1997 tentaog Penagiban Pajak 
denpn Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembarm Negara Republik Indonesia Nomor 
3676); 

S. Undang-Undang Nomor 28 Tahun t 999 tentang Pe:nyelengaraan 
Negara yang Bersih dan Bebu dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembanm Negara R.epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38S1); 

6. Undaog-Undaog Nomor 17 Tahuo 2003 teotang Keuanpn Negara 
(Lembanm Negara Republik Indonesia Tamm 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor l Tahon 2004 tenumg Perbendalwaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahmi-2004 Nomor s~ Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435S); 

- - · - ·-
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8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotaog Pemerintaban Daerah 
(Lembanm Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undaog Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tamm 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undans-Undang Nomor 33 Tamm 2004 tentang Perimbangan Kewmgan 
Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Talmn 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubma (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4959); 

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahwi 2009 tentang K.epariwisataan 
(Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4966); 

15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten.tang Lalu Llntas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 

16. Undaog-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan 
Rettibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama 
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah K.abupaten 
Panarukan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 
38); 

19. Peratman Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 t.entang Pelaksaoaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

20. Peratman Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan Dalam Rangka Penagiban Pajak Deogao Surat Paksa; 

-
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Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S 
Norn.or 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
Peratumn Pemerintab Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Peogawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16S, 
Tambahan Lembman Negara Republik" lndooesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nolll()r 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Leiiibaran 
Negara Republik Indonesia Tamm 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48S9); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pmumfiuttan Insentif Pemungutan Pajak Daerab. dan 
Retribusi Daerah {Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten.tang Jenis Pajak Daerah 
Yang Dipungut Berdasarbn Penetapan Kepala Daerah At.au Dibayar 
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 153, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5179); 

27. Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Daerah K.abupaten Situbondo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 

29. Peratunm Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang 
Susunan Orpnisasi Dan Tata Kerja Dinas Daemh Kabupaten Situbondo 
(Lembaran Daenlh K.abupat.en Situbondo Tahun 2008 Nomor 03); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tamm 2008 tentang 
Pokok.-Pokok Pengeiolaan Kffl8Jlgan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). 

DenpaPenetujm Benama 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO 

Dan 

BUPA Tl SITUBONDO 

MEMUTUSKAN: 

Meaetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPA.JAKDAERAIL 
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BARI 

KETENTUAN UMUM 

Paull 

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud denf)ID : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 
2. Pemerintah Daerah adalab Pemerintah Daerah Kabupateo Situbondo. 
3. Bupati adalab Bupati Situbondo. 
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD 

adalab Dinas Pengelolaan Keuangao Dacrah Kabupaten Situbondo. 
S. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalab Dines Perindustriao dao 

Perdagangan Kabupaten Situbondo. 

6. Pejahat adalah Pegawa.i yang diberi togas tertentu di bidaog pajak 
daerah sesuai dengan peraturan penmdaog-undaogan yang berlaku. 

7. 
8. 

9. 

Kas Umum Damm adalah Kas Ummn Damm Kabupaten Situbondo. 
Pajak Daerah. yang selanjutnya disebut Paj~ adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Uodang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung clan di~ma]can untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 
Badao ada)ah sekumpulao orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang mel.akukan usaha maupun yang tidak melakukan 
maha yang meliputi pmseroan ~ peneroan komandita, 
perseroan lainnya, badan usaha milik oegara (BUMN), atau badao 
usaba milik daenh (BUMD) dengan nama dan dalmn bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperas~ dana pensi~ persekutuan, perfrumpufan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya temwuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaba tetap. 

10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakao olch hotel. 
ll. Hm1 adalah fasilitas pen)"'dia jasa pi!Ogio9J,an/peristit~-aaao 

termasuk jasa terfcait lainnya dengan dipuogut ba~ yang 
mencakup juga motel, losmen, gubok pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan. ruma& penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 
denganjumlah kamar lebih dari 10 (sepul.uh). 

12. Pajak R.estoran adalah pajak atas pclayanan yq disediakan oleh 
restoran. 

13. Restonm adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minumaP deogan 
dipuugut baym&14 yang meucatrup juga 1wnah makan, ka&tatia., 
kantin, warung, bar, dan sejenisnya tennasukjasa boga/katering. 

14. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

15. Hibunm adalab semua jenis tontonan, pemmjukan. permainan, 
dan/mu keramaian yang dinikmati deogan ,tipungut bayaran. 

16. Penyetenggara biburan adablh perorangan atau atau ·ba&m yang 
menyelenggarakan hiburan baik Wltuk dan atas namanya sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

17. Pajak reklame adalab pajak atas penyeleoggaraan reldame. 

18. Reklame adalah benda, • perbuatan, atau media yang bentuk dan 
conk ragacn11y.s dirmv:eng untuk tujum k.omcrsial 
m~jurlam, ~ atau untuk menarik 
perhatian mnum terhadap berang, jasa. orang, atau badan, yang dapat 
diliflat, dil>aca, 4ideogar, dirasak.an, danlatav dinoonati oleh umum. 
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19. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang diselenggarakan 
dengan kayu, kertas, plastic, vinil, fi~, mika plastic kaca, batu 
I~ alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk [ampu 
pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tern.pat yang 
disediakan (berdiri sendiri), dengan cara digantungkan atau 
ditempelkan. 

20. Reklame Megatron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan 
mengguoakao alat eleldrooik audio visual yang menampilk:an beberapa 
gambar naskah reklame secara sendiri-sendiri yang d.ipasang pada 
tempat yang disediakan (berdiri sendiri), dengan C8l'8 digantungkan 
stau ditempetkan. 

21. Reklame kain adelah reklame yang diselenggarakan dengan 
mengguoakan baban kain, plastik atau bahen lain yang sejenis yang 
dipasang pada tempat yang d.isediaken (benliri sendiri), dengen cara 
digantungkan atau ditempelkan. 

22. Reklame melebt (stik.er/poster dan peogecatan ) adalab n:kJame yang 
berbentulc Jembaran lepas dan atau pengecatan yang diselenggarakan 
dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan dan atau 
peogecaam yang peauuto\aooya dapat dipanug, digautuogtao, di cat 
pad.a satu benda milik pribadi atau prasarana mnum. 

23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas 
diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan 
ketentuen tidak ditempelkan, tidak dilekatk:ao, tidak dipasang, tidak 
digaunmgkao pada suatu benda Jain.. 

24. Reklame berjalao adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke 
lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara. 

25. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau 
ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga me~ 
teoaga lain perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di daerah. 

26. Reklame udara adaJah reldame yang diselenggarakan dengan cam 
menggunakan ~ pesawat at.au a1at lain sejenis sebingga reklame 
kl'Sebuc melayang ke udara. 

27. Reklame suara adaJab reldame yang diselenggarakan dengan cara 
menyampaikan pesan dengan dibantu pengeras suara kepada sejumlah 
peogunjung. 

28. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
cara mengunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-baban 
sejenis sebagai a1at untuk diproydcsikan dan atau diperagakan pada 
1ayar atau benda lain. 

29. Reldame pengaan ade)ah wlame yang diselenggarakan dmpo cam 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

30. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari somber lain. 

31. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adaJRh pajak ates kegiatan 
pengamhilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalmn deo/atau permukaan bumi untuJr- dimanfaatkan 

32. Mineral Bukan logam den Batuan adaJah mineral bukan logam dan 
balUan sehagainuma dimaksud di dalmn peraturan perundang­
undangan di bidang mineral dan batubara. 

33. Pajak Parm adalab pajak atas penyelenggaraan tempat parltir di luar 
badan jalan, baik yang dhtectiakao beJtaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaba, termasuk tempat 
penitipan kendaraan bennotor. 
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Parkir adalah lceadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.. 
Pajak Air Taoah adalab pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
airtanah. 
Air Tanah adalah .air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan 
dibawah permukaan tanah. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak. 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai bak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
wutangan perpajakan daerah. 

39. Mua Pajak ade1eb jangka waktu l (satu) bulm bleuder' at81a jenab 
waktu lain yang diatur dengan Peratunm Bupati paling lama 3 (tip) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
mcngbitung, menyetor, dan melapotkau pajak yang tautaug. 

40. Tah1Dl Pajak ada1ah jangka waktu yang lamanya l (satu) tabun 
blender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

41. Pajak yang terutang adalah pajak yang barus dibayar pada suatu saat, 
4a1am Masa Pa.i&kt dalaln Tabun Pajak, atau dalam Bagum Tamm 
Pajak sesuai dengan ket.entuan peraturan penmdang-11ndangan 
pel1)8jakan daerah. 

42. Pemungutan adalah suatu rangkaiao kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 
besamya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan pen.agiban 
pajak atau retribmi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

43. lnetaosi Pemungut ade1eb mstami yang o1eh Undaog-Undeog diberi 
kewenangan untuk memungut Pajak Daerah. 

44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selaqjutnya disingkat 
SPTPD, adalab surat yang oleh Wajib Pajak: digunakao untuk 
melaporkan penghittmgao dan./atau pembayaran pajak. objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak. dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan k.etentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran mu penyetoran pajak yang telah dilaJmkao 4enpo 
menggunakan formulir atau t.elah dilakukan dengan cam lain Ice kas 
daerab. melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

46. Surat Ketetapan Pajak. Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah sUl'St ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok 
pajak yang terutang. 

47. Smat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
baamya jumlah pokok ~ jumlah kredit ~ jumlah kelwnmgan 
pembayanm pokok pajak, besamya sanksi adminis1ratif, dan jum1ah 
pajak yang masih harus dibayar. 

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adaJah surat ketetapan pajak yang 
menentubn tamhaban atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil., yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adaJab surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besamya dmgao jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada mdit pajak. 
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Surat Ketempan Pajak Daerah Lebib Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat kctetapwi peJak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jwnlah kredit pajak lebih besar 
dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD. adaJeb 
surat untuk melakukan tagihan -pajak dan/atau sanksi adminiqratlf 
bcrupa bunga dan/atau denda. 

52. Surat Keputosa,1 Pembetulan acbdab surat leputusan yang 
membetulkan kesaJahan tulis, kesalaban bitung, dan/atau kekeliruan 
dalaln penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­
undaogan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutaog, Surat Ketetapan Pajak ~ Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar 
Tambaban, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagiban Pajak Daerab, Surat Keputusan 
P~ atau Surat Keputusan Kcberatan. 

S3. Surat Keputusan Keberatan adaJah surat keputusan atas kebemtan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak T erutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Damm Kunmg Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terbadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

S4. Putusan Banding adatab putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Kq,utusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

SS. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data clan informasi ktl!IJBDgan yang 
meliputi barta, kewajiban, m~ p:mghasilan dan biay, serta jumlah 
barga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laponn h:uangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

56. Pemeriksaan adalab semngkaian kegiatao mengbimpun dan mengolah 
data, ketenmgao, dan/atau bukti yang dilaksauakan mm objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untulc menguji 
bpmdMm pemenuban bwajibao perpauakan daerah din retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan. 
peraturan penmdang-undang perpajakan daerah dan retribusi daerab. 

57. Penyidibn tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retnousi 
adaJah scmmgkaian tlodakeo yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BABU 

JENISPAJAK 

Puall 

Jans Pajak. Daerah yang diatur dalmn Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restonm; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
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f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parlcir; 
h. Pajak.Air Taoah. 

BARIii 

PAJAK HOTEL 

Nam.a, Objek, du Sabjek Pajak 

Pual3 

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayarum yang disediakan 
oleh hotel. 

Pual4 

(I) Objek Pajak Hotel ada!ab pelayanan yang dividiskao oleh Hotel 
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 
Hotel yang sifatnya memberikan kemudabao den kenyamenao, 
teuuasul filsilitas olahraga den hiburan serta jasa penggunaan ruang 
untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

(2) Objek Pajak Hotel dalam hal ini mencakup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pe~ rumah penginapan dan 
sejenisn~ serta rum.ah kos deogan jumlah kamar lebih dari 10 
(sepuluh). 

(3) Jasa penunjang sr.bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas 
telepon. faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci~ ~ 
transportasi, dan fasilitas sejenis la.innya yang disediakan atau dikelola 
Hotel. 

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah· 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Peme:tintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; 

b. jasa sewa apartemen, kondomini~ dan sejenisnya; 

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau keg:iatan Jceagamaan; 
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pemwat, panti jompo, 

panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 
e. jasa ·biro perjalaoan atau pe,jataoan ·wiata yang diselenggaralam 

oleh Hotel yang dapat dimanfutkao '>leh wnum. 

Pua15 

(I) Subjek Pajak Hotel adalab Orang Pribadi atau Sadan yang melakukan 
pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan 
Hotel. 

{2) Wajib Pajak Hotel adalab Orang Pribadi atau Badan yang 
mengusahakan Hotel. 

Bagtan Kecia• 

Duar Peqeaaaa 

Pual6 

Dasar pengeoeer Pajak Hotel ede1eh jumlah pembayanm mu yang 
seharusnya dibayar kepada Hotel. 
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Raglan Ketiga 

Tarif clan Cua Penghitonpn 

Paa17 

Tarif PajakHotel ditetapkan sebesar 100/o (sepuluh persen) 

Pual8 

8esal'Bn pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung deDgan cam numplikmJ 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajllk. 
sebegaimaoe dimaksud dalam Pasal 6. 

Ragian lCeempat 

WU.yak Peeeapna 

Pasal9 

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah. 

BagianKelima 

Sistaa P .......... Pajak Hotel 

Pual 10 

Pajak Hotel dipungut dengan sistem Self Assesment yakni dihitung, 
dilaporkan dan disetorbn sendiri oleh wajib pajak. 

Bagia• Kee•am 

Ma. P•jak clan Sut Pajak Tel'lltalll 

Paul 11 

(1) Masa Pajak Hotel adaJab jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
kalender. 

(2) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada 
penga1saha hotel atas pelayanan di hotel atau sejak dita'bitkan SPTPD 

BABIV 

PAJAK RESTORAN 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek. dan S11bjek Pajak 

Pual 12 

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang 
disectiakan oleh restoran. 

Pual13 

Objek Pajak Restorao adalab pelayanan yang di,ect,iakan oleh R.estoran. 
(1) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimaoa dimaksud pada ayat 

(1) meliputi pelayanan penjualan rnakenan dao/atau minuman yang 
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikomumsi di tempat pelayanan 
maupun di tempat lain. 
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(2) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adaJab pelayanan yang disediakan olch Restoran yang nilai 
penjualannya lrurang dari Rp. 75.000,00 (tltjuh puluh lima ribu rupiah} 
setiap bulan. 

Pual 14 

(l) Subjek: Pajak Restoran adalab Orang Pribadi atau Badan yang membeli 
rnakanan dan/atau rninuman dari Restonm. · 

(2) Wajib Pajak Restorm adalab Orang Pribadi atau Badan yang 
mengusabakan Restoran. 

BqianKedua 

»-arP....---■ 

Pual15 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 
atau yang seharusnya diterima Restoran. 

BqianKetip 

Tarif dan Cara Pen.ghitanpn 

Pual 16 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 109/o (sepuluh persen). 

Pual 17 

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutaog dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 16 dengan dasar 
pengenaan pajak sehagaimaoa dimaksud dalmn Pasal 15. 

Baglan Keempat 

Wilayall PelDllllp1an 

Pual 18 

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayab daerah. 

Bagian Kelima 

Siltaa Peauuaptu Pajak Restona 

Pual 19 

Pajak Pajak Restonm dipungut dengan sist.em Self Assesment yakni dihitung, 
dilaporkan dan disetorkan sendiri oleh wajib pajak. 

BagianKeenam 

Mau Pajak dan Sat Pajak Terutang 

Pasal20 

(1) Masa Pajak R.estoran adalab jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bu1an 
kaJender. 



11 . 

(2) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada 
pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan 
SPTPD. 

BABV 

PAJAK IHBURAN 

Bagian Kaatu 

Na--, Objek, du Stabjek Pajak 

Pual21 

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan 
dengan dipungut bayaran. 

Pasal 22 

(1) Objek Pajak Hiburan adalab jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 
dipungut bayaran. 

(2) Hiburan sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) adalah~ 

a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenillllt musik, uui, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d. pameran; 
e. karaoke; 

f. sirkus, akro~ dan sulap; 

g. permainan bilyar; 
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan kP.tangkasao; 
i. reileksi, mandi uaplspa, dan pusat kebugaran (fitness cenler) clan; 

j. pertandingan olahraga. 

(3) Dikccualikan dari Objck Pajak Hiburan sehagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) adalab pagelaran k.esenian dan pertandingan olaliraga 
yang tidak ditu.jukan untuk kepentinpn komersial dan kegiatan 
sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam bal bibman diselenggarakan melalui pihak. ketiga, maka pibak 
ketiga tenebut menjadi Wajib Pajak Hiburan. 

Pual23 

(I) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pnl>adi atau Badan yang 
menikmati Hiburan. 

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Bacbm yang 
menyelenggarakan Hiburan. 

Bqi4nKedaa 

Dasar Peagenaan 

Paal24 

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima 
atau yang sebarusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. 
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(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan 
kepada penerima jasa Hiburan. 

Bagian Ketip 

THH' dan Can Penpitlulpa. 

Pual25 

(1) Tarif Pajak Hiburan untuk tontonan film, kontes binaraga. pagelaran 
tari, pusat kebugamn (fitness center), dan pacuan motor ditetapkan 
sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Tarif Pajak Hiburao untuk pertandingan olahraga. permainan 
ketangka~ pagelaran kesenian ditetapkan sebesar 15% (lima belas 
per.sen). 

(3) Tarif Pajak Hibman untuk pameran, pagelaran musik, karaoke, 
permainan bit~ sirkuas. akrobat, su1ap ditetapkan sebesar 20% 
( dua puluh peisen). 

(4) Tarif Pajak Hiburan untuk mandi uap/spa, pagelaran busana, dan 
kontes kecantilcan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). 

Puall6 

Besaran · pokok Pajak Hll>uran yang terutang dibitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 25 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 24. 

Bagian Keempat 

Wilayah Pemaaptan 

Pual27 

Pajak Hibunm yangterutang dipungut di wilayah daerah. 

Bagian Kelima 

SWnl Pea1111pta Pajak llibana 

Pasal28 

Pajak Hiburan dipungut dengan si.stem Self Assesment yakni ·dihitung, 
dilaporkan dan disetolkan sendiri oleh wajib pajak. 

Bagian Keenam 

Masa Pajak daa Sut Pajak TffllDIII 

Pual29 

(1) Mesa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamaoya I {satu) bulan 
kalender ,edangkan untuk kegiatan hiburan yang sifatnya insidentil, 
masa pajak adnbtb jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka 
waktu penyelenggaraan hll,unm. 

(2) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hibman 
atau sejak diterbitkan SPTPD. 
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BABVI 

PA..JAK REKLAME 

Bagian Kesatu 

N..., Objek, da Sabjek Pajak 

Pasal30 

Dengan nama Pajak Reldame dipungut pajak a1as penyelenggaraan reldame. 

Pasal31 

-(1) Objek Pajak Reldame adalah semua penyelenggaraan Reklame. 
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 

a. Reklame paptmlbillboard/videotronlmegatron clan sejenisnya; 

b. Reklame kain; 

c. Reklame melekat, stiker, 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berja1an, termasuk pada kendaraan; 

f. Reldame udara; 

g. Reklame apung; 

h. Reklame suara; 

1. RekJame film/slide; dan 

j. Reklame peragaan. 
(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reldame adalah: 

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radi~ warta 
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

b. label/merek produk yang melekat pada banmg yang 
dipcrdagan~ yang berftmgsi untuk membedakan dari produk 
sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaba atau profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi 
tersebut; 

d. Penydmggatun ~ yang dipeigu,wkan uotuk keperluao 
amal, sosial dan politik yang tidak mclibatkan sponsor; 

e. Reklame yang diselenggarakan oleh PemeriD1ah, Pemerintah 
Provinsi dan ·Pemerintah ·Daerah. 

Pual32 

(I) Subjek Pajak Reldame adatah Orang Pnl>adi atau 8adan yang 
menggunakan Reldamc. 

(2) Wajib Pajak Reklame adaJah Orang Pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Reldame. 

(3) Dalam hal Reldame diseleoggarakan sendiri secara Janpmg oleh 
Omng Pribadi ataD Badan, Wajib Pajak Reklame adafah Orang Pribad:i 
atau Badan tersebut. 

(4) Dalain ha1 Reklame diselenggarakan melalui pihak. ketiga, pihak. 
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 
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B■gl•n Kedua 

Baur Pengen■■D 

Pasa133 

(I) Dasar pengenaan Pajak Reldame adalab Nilai 8ewa Reklame. 

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa 
Reklame sebagaimana djmakslld pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 
nilai kontrak Reklame. 

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung deogan memperbatikan 
faktor jenis, bahan yang digwmakan, lokasi penempatan, jangka waktu 
penyel~ jumlab. dan ulruran media Reklame. 

(4) Dalam hal Nilai Sewa RekJame .sf!bagaiD18D8 dimaksud pada ayat (2) 
tidak diketahui dan/atau. dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame 
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sehagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

(S) Cara perbitungan Nilai Sewa Reklame adalah sama dengan Nilai Jual 
Objek Reklame ditambah Nilai Strategis Reklame 

(6) Hasil perbitungan Nilai Sewa Reldame SMagaimaoa dimaksud pada 
(5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Bagia• Ketip 

Tarif MR Can Peaglnttsnp■ 

Paul 34 

Tarif Pajak Reldame ditetapkan sebesar 25% ( dua puluh lima per.;en). 

Ptial35 

(1) Besaran pokok Pajak lteldame yang terutang dalam hat Reldame 
diselenggarakan oleh pi.hak ketiga dihitung dengan cara mengalibn 
tarif sebagaimana dimaksud da1am Pasal 34 dengan dasar pengenaan 
pajak sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2). 

(2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dalam hal Reklame 
diselea@aarabn. sendiri dibihmg dengarJ cara rnenplikao 1arif 
sebagairnana dimakSlld dalam Pasal 34 dcngan dasar pcngenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3). 

Digian Keempat 

Wilayall Pr-■■pts• 

Pua136 

Pajak Reldame yang terutang d.ipungut di wilayah daerab. 

Rapan Kelima 

Sirtnr •ew•agatw• Pajak Peklewe 

Pasal37 

Pajak dipungut dengan sistem Official Assesment yakni dipungut 
berdasarkan penetapan Bu.pan. 

..J 
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Bagi•o Kellma 

Mau Pajak dan Sut Pajak Tenmllll 

Pual31 

(I) Masa Pajak Reklame yang sifatnya permaneo ada:Jab jangka waktu yang 
lamanya lebih dari 3 (tiga) bulan blender sedangkan untuk ma.,a pajak 
Rek1ame yang sifatnya insidenti.l adalab jangka waktu yang lamanya 
kurang dari 3 (tiga)'bldan. 

(2) Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelengpraan 
pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD. 

BABVD 

PAJAK PENKRANGAN JAIAN. 

BagianKesatu 

Nena, Oltjek. daa S.l,jek Pajak 

Pual39 

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipwigut ·pajak atas penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasifkan sendiri maupun yang diperoleh dari 
sumbcrlain. 

Pual40 

(1) Objck Pajak Pmenmgm Jalan adaleb pcnggunaan teap lmrik, baik 
yang dihasilkan sencliri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

(2) Listrik yang dibasilk.an sendiri sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 
meliputi seluruh pembangkit listrik. 

(3) Dikecua1ikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana 
ctimekM plKia ayat (l) edaleh peogguman tenaga 1istrik oleh ins&ansi 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 

Pual41 

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adaJah Orang Pribadi atau Badan yang 
dapat menggunakan tenaga listrik. 

(2) Wajib Pajak Penerangan Jam adaJab Orang Pribadi atau Badan yang 
menggunakan tenaga listrik. 

(3) Dalam bal teoaga listrik disediakao oJeb sumber lain, Wajib Pajak 
Penenmgan Jalan adalab pe:nyedia tenap Iistrik. 

a..-Kmn 
Duar Pengawm 

P-..142 

(1) Dasar pengenaan Pajak Penenmgan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga 
Listrik. 

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud peda ayat (1) 
ditetapkan: 

a. -dalam bal tenaga l.istrik -bermal dari smnber lain -clengan 
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listtik adaiah jumlah tagibao biaya 
bebanltetap ditambab dengan biaya pemakaian KWb/variabel yang 
d'itagibkan ·"8Iam. reiening listrilc; 
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b. dalam bal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga 
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan 
liSU'l14 jangia waktu pcmafcaian listrik. dan ·fiarga satuan listrii 
yang berlaku di Kabupaten Situbondo. 

RagianKetip 

Tarif clan Cara Penpitunpn 

Pasal43 

(l) Pcngtmaan tenaga listrik dari sumber lain oleh indumi, 
pertambangan minyak bumi dan gas alaln, tarif Pajak Peneranpn Jalan 
ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). 

(2) Penggunaan tenaga listrik selain sebagaimana dimaksud ayat (I) Tarif 
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

(3) PengglffllPD tcnaga 1istrik yang dihuilkan sendiri, tarif Pajak 
Penerangan lalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 

Pual44 

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikao tarif sehagaimaoa dimaksud dalmn Pasal 43 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagairoana dimaksud da1arn Pasal 42. 

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk 
penyediaan peneranpnjalan 

Raglan Keempat 

Wilayall Pemllllptaa 

Pasal.45 

Pajak Penerangan Jalan yang terumng dipungut di wtlayah daerah. 

Bagian .Kelima 

Sistem Pem1111pam Pajak Penerupa Jalan 

Pasal.46 

Pajak dipungut dengan sistem Self Assesmenl yabi dihitung, dilaportan dan 
disetorkan sendiri oleh wajib pajak. 

Baci■• Keeum 

Masa Pajak daa Saat Pajak Tentug 

Pasal47 

(l) Masa Pajak Penerangan Jalan adalab jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) bulan kalendet. 

(2) Pajak. Penerangan Jahm yang tenmmg terjadi pada saat pengguoaan 
teuaga tistlik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
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BABVIIl 

PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BA TUAN 

Bagian Kesatu 

N~ Obj~ dan Subjek Pajak 

Pasal48 

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Butuan dipungut pajak ata5 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 

Pasal49 

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalab kegiatan 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : 
a. Asbes; 

b. Batu tulis; 
c. Batu ·setengah permata;· 

d. Batu kapur; 
e. Batuapung; 
f. Batupermata; 
g. Bentonit; 

h. dolomit; 
i Feldspar; 

j; Garam batu (halite); 

k. Grafit; 

I. Granit/andesit; 
m. Gips; 

n. Kalsit; 

o. Kaolin; 

p. Leusit; 
q, Magnesit; 
r. Mika; 
s. Manner; 
t. Nitrat; 

u. Opsidien; 
v. Oker; 
w. Pasir dan K.erikil; 

X. Pasir kuarsa; 
y. Perlit; 
z. Phospat; 
aa. Talk; 

bb. Tanah serap (Fullers Earth; 

cc. Tanah diatome; 
dd. Tanah liat; 
ee. Tawas-(ahun); 
ff. Tras; 

gg. y arosif; 

hh. Zeolit; 

ii. Basal; 
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jj. Trakkit; dan 

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang - wtdangan. 

(2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
~bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

nyata-nyata tidak dimanfaatkao secara komersial, seperti kegiatan 
pengambilan tanah untuk keperluan rnmah tangga; pemancangan 
tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, perumaman 
pipa air/gas; 

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak 
ctimaufaatkao c;ecara komersial. 

Pasal50 

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pnl>adi 
atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi 
atau Badan yang mengamlril Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Bagian.Kedua 

Dasar Pengenaan 

PasalSl 

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan adalah 
Nilai Jual Hasil Pengam.bilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihituog dengan 
mengalikan volume/tonase basil pengambilan dengan nilai pasar atau 
harga standar nwung-ma.migjenis Mineral Buba Logam dan Batuan. 

(3) Nilai pasar sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) adaJah harga rata-rata 
yang berlaku. 

( 4) Dalam hal nil.ai pa.m dari · hasir produksi · MinerafBukan Logam dan 
Batuan sehagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperole~ digunakan 
hmga st.andar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalmn 
bidang pertamhangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(5) 1nstaosi yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalsh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangao 

(6) Tata cara perhitungan dan basil perhitungan sehagaimaoa dimaksud 
pada ayat (1 ). (2) clan (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BapaaKetip 

Tarif dan Cara Pengbitnngan 

PauJ·52 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua 
puluh lima persen). 

Pasa153 

Besanm pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ·yang· tennang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51. 
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Baglan Keempat 

Wdayala Pemunptu 

Pu■IS4 

Pajak ~tneral Bukan Logam ·dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah­
daerah. 

BagianKelhu 

Sistem Pemanptaa Pajak Miaeral Baku Lopm 

Pual5S 

Pajak dipmigut dengan sistem Self Assesment yakni dihitung, dilaporbn dan 
disetorkan sendiri oleb wajib pajak. 

"Bagian Keeaam 

Maa Pajak dan Saat Pajak Tenatang 

Pu■IS6 

(I) Masa Pajak Mineral Bu.kan Logam dan Batuan adaiab jangka waktu 
yang lamanya sama dengan jangka waktu pengambilan bahan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Pajak-Mineral Bubo Logmn.-dan Batuan yang terutaog terjadi pada saat 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan atau sejak 
diterbitkan SPTPD. 

BABIX 

PAJAK PARl(IR 

Bagtan.Kesatu 

Nama, Objek. du Subjek Pajak 

Pual 57 

Dengan ·nama Pajak Parldr dipungut pajak atas ·penyefengga..aan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu ~ termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bennotor. 

PaulSI 

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jal~ baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakao sebagai suatu usaha yang ·berdiri sendiri 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bennotor. 

(2) Te,snawk Objek Pajak Parkir srhagaitnana dimakSIJd pada ayat (l) 
adaJab Badan Usaha Mililc Negua, Swasta, Pertokoan, Perorangan. 
Hotel, Restauran untuk wnum termasuk penyedia layanan bebas 
parkir. 

(3) Tidak termasu.k objek pajak sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 
adaiab ~ 

a. penyeleoggaraan tempat park.ir oleh Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah; 
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b. penyelenggaraan tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya 
digunakan untuk. karyawannya sendiri. 

Pual59 

(I) Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang-melakukan 
parlrir kendaraan bermotor. 

(2) Wajib Pajak Parlrir adaJsb Orang Pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan tempat parkir. 

BagianKedu 

Daar Pengenaan 

Pasal'8 

(1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada penyelenggaran tempat Padcir. 

(2) Jmnlah yang seharusnya dibayar sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 
tennmuk potogan harga Parkir dan Padcir cuma-cuma yang diberibn 
kepada penerima jasa Patkir. 

BagianKedp 

Tarif du Can Peaghnnp• 

Paul61 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua poluh persen). 

Pasal 62 

Besamya·pokok Pajak Parkir terutang dihitung dengan cara menga)ikao tarif 
sebagaimana dimakslJd dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. 

Bagian Keempat 

Wilayah Peaumptan 

Paat,2 

PajakParlcir yanaterutang dipungut di wilayah daerah. 

Bapn Kellina 

Sistem Pem1111pam Pajak Parldr 

Pasa163 

Pajak Parm dipungut dengan sistem Self hsesmmt yakni dihitun& 
dilaporkan dan disetorkan sendiri oleb wajib pajak. 

BaginKecnam 

Malla Pajak clan Sat Pajak Terutans 

Paul'4 

(1) Masa Pajak Parldr adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satn) bu1an 
kalender. 
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(2) Pajak Par1tir yang terutang terjadi pada seat penyelcnggaraan tempat 
parlcir atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokmnen lain yang 
dipersamakan. 

BABX 

PA.JAKAIRTANAH 

RagianKesata 

Nama,Objek,du Saltjek Pajak 

Pual65 

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaaum air tanah. 

Pual66 

(1) Objek. Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pernaufaatan Air 
Tanah. 

(2) Dikec11alj1aut dari objek Pajak Air Tanah adalah; 
a. pengembalian dan/atau pemanfaaran Air Tanah untuk keperluan 

dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat 
dcngan tetap memperhatikan kelestarian Hnglomg,ao dan peraturan 
penmdang--nodangan; 

b. peogambilan dan/atau pemanfaatao Air Tanah untuk keperluan 
sosial keagamaao; 

c. Pengambilan dan/atau pemanfiumm Air Tanah oleh P~ 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 

Palal67 

(1) Subyek Pajak Air Tanah adalah Orang Pnl,adi atau Badan yang dapat 
melakukan pengamhilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau BDdan yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 

( 1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tarum. 

(2) Nilai Peroleban Air Tanah Sf'.bapimana dimaksnd pada ayat (1) 
dinyamkan dawn rupiah yang dihitung dengan mempel1imbangka 
sebagian atau seluruh faktor-falctor berikut : 
a. Jaus smnber air; 
b. Lokasi sumber air; 
c. Tujuan pengam.bilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. Volume air yang diambil dan/atau dunaofaatkan; 

e. Kualitas air; 
f. Tingkat ken1sakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengaoibilan 

dan/atau pemanfaatan air. 
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(3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud peda ayat (1) 
dihitung dengan cara metlplikao volume air yang diambil dengan 
barga dasar air. 

(4) Harga dasar air sehegairo8D8 dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara 
periodi oleb Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(5) Besamya Nilai Perolehan Air Taoah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkao denpo Peraturan Bupati. 

BapuKetip 

Tuif du Cara Peqhitlutpll 

Pasal69 

Besamya tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dwq,ulub persen). 

Pasal70 

Besanm. pokok Pajak Air Tanah ·yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 69 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud da1am Pasal 68. 

BagianKeempat 

Wilayall Pemanptan 

Pasal71 

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah. 

Bagian Kelima 

Si..tem Pemunptan Pajak Air Tanah 

Pasaln 

Pajak dipungut dengan sistem Official Assesment yakni dipungut 
berdasarkan penetapan Bupati. 

BagfanKee■am 

Maa Pajak du Sat Pajak Ten1aaJ 
Pasal 73 

(I) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
kalender. 

(2) Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat pengam.bilan dan/atau 
pemaofaa1an air tanah atau sejak diterbitkan SKPD. . 

BABXI 

INSTANSI PEMUNGUT 

ra..174 

Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuanpn Daerah sebagai instansi yang 
berwenang memungut Pajak Daerah. 

--
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BABXII 

PEMUNGUTAN PAJAK 

BagianKaatll 

Tata Cara Pftlllaptu 

Pual 75 

-(l) Pmtuogutan -Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan 

surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
berdasarbn peraturan penmdangundangan perpajakan. 

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 
pendapml Bupui dibaya, deogao mengguoakao ~KPD mu dokmoen 
lain yang dipersamakan. 

(4) Dokumen lain yang dipersam.akan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) berupa karcis dan nota pemlhmgan 

(S) Wajib Pajak yang mcmenubi kewajiban perpejakan sendiri dibayar 
dengao menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

Paw 76 

-{l) Dalam jangka waktu S {lima) taboo sesudah seat -terutangnya pajak, 
Bupan dapat menerl>idc.an: 
a. SKPDKB dalam bal: 

1) jika berdasarkan basil pcmeriksaan a1au keterangan lain, pajak 
yang terutang tidak atau lcurang dibayar; 

2) jika SPTPD tidak disampnxan kepada Bupati da1mn jangb 
waktu tertmtu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sr.bagaimana ditmtukan dalain 
surat teguran; 

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum tenmgkap yang menyebabkan peoamhahan jumlah pajak 
yangtenJtang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan 
jumlah kredit pajak. atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 

(2) Jmnlah kekuraogao pajak yang terutaog dalam SKPDKB sebapimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a angka 1) dan angka 2) dilccnakan 
sanksi admioistratif berupa bunga sebesar 2-/4 (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang lrunmg atau terlambat dibayar untuk jaogka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihibmg sejak saat 
terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebapimaoa dimabuct pada ayat (I) buruf b dibii■kan saobi 
administndif berupe kenaibn sebesar lOOt/o (seratus pene11) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) Keoaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakao jib 
Wajib Pajak rnelaporkao sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemcriksaaD. 



• 
I 

24 

(S) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebaga.imana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25% ( dua puluh Iima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebuJan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambet dtl,ayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

Pml77 

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian .._ penyampaian 
SK.PD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB. dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 59 ayat (3) dan ayat 
(5) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BagianKedu 

SantTagih,ePajak 

Pasal78 

(I) Bupati dapat menerbitkan STPD jib: 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekuranpn pembayaran 
sebagai akibat salah tulis dan/ata.u sal.ah hitung; · 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau 
denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
admim!ffl'atif berupa bunga sebesar '.l°/4 (dua persen) setiap bulan untuk 
paling lama 1 S (lima betas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikeoskao sanksi administ:ratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebuJan dan ditagih melalui STPD. 

Ragili•Kedp 

T•ta Cara Pembayaru du Pm■..-• 

Paal79 

(1) Bupeti menentukan tanggal jatuh tempo pembayanm dan penyetoran 
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga pulub) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak. 

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang barus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak sctclah memenuhi persyaratan. 
yang ditentulcan dapat membenlcan persetujuan kepeda Wajib Pajak 
untuk mengangsut' atau menunda pembayaran pajak, dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

-
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( 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, 
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak 
diatur dengan Peraturan Bupati . 

Pual80 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagibao pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan penmdang.undangan. 

Ba&ia• Keempat 

KebentaaduS.n«tia& 

Pual81 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas suatu : 

a. SKPD; 
b. SK.PDKB; 

c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB; 
e. SKPDN; dan 

t: Pemotongan atau pemungutan oleh pihak. ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan penuvlaognndangsm perpajak.an daerah. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan barus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaao di luar kekua.wtooya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling 
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sehagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak djanggap sebagai 
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan surat kebemtan yang diberikan oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui 
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan .surat keberatan. 

Pasal82 

(I) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) ~ sejak 
tanggal Surat Keberatan diterima, barus memberi keputusan atas 

keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang tenrtang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana ctimaksud pada ayat ( 1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut diangg;q, dibbulkan. 
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PuaJ.83 

(1) Wajib Pajak. dapat mengajllkan petmohona4 banding banya kepada 
Penpdilan Pajak terbadap keputusan mengenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis dalam babasa Indonesia, dengan alasan yangjelas dalam 
jaugb waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salioan 
dari surat keputusan keberatan tersebut. 

(3) Pengajuan pennohonan banding menanggubkan kewajiban membayar 
pajak sampai dengan t (satu) bu1an sejak tangga} pencrbitan. Putusan 
Banding. 

Paal84 

(1) Jilca pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabu1kan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Jmhalan bunp st-bapimaoa dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan pelnnasen sampai dengan d.iterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari jumlab pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi. dengan pajak: yang telah dibayar sebelum 
mengajukan teberatan. 

( 4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagairnsoa dimaksud pads ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal pennohonan banding ditolak atau dikabuJkan sebagian. 
Wajib Pajak dikenai sanksi adminicatif berupa denda sebesar t 00% 
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

Bagia■ Keliaui 

PembetalaD, Pembatalan, Peapnap• Ketetapu, du 

Pengbaplllllll atau Penpnnpn Sankli Administratif 

Pua185 

(l) Atas pennohonan Wajib Pajak atau kareoa jabatannl' Bupati dapat 
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kcsalahan 
tulis dan/atau kesalahao hitung dan/atau kekclirwm penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakao 
daerah. 

(2) Bupati dapat: 

a. mengurangk.an atau mengbapuskan sanksi administratif berupa 
bunga. denda, dan kenaikan pajak yang terutang mmurut peraturan 
pemndaogundangan perpajakan daerah, dala!n bal sanksi tersebut 
dik.enakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesdabanoya; 
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b. mengurangkan atau membatalkan SPPT. SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau memhatalkan STPD; 
d. memhavdkao basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

dilsksaoakan a1au diterbitkan tidak sesuai dengan tata csra yang 
ditentukan; dan 

e. meogmangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek 
pajak. 

(3) Ke1Cntuan lebih lanjut mcngenai tata cara peogumngan. man 
pcnghapusan sanksi administraiif clan penguraDgm aiau pembatalan 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati 

BABXID 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN 

Pual86 

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
pennohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belu) bulan sejak 
diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l }, harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangb waktu xbagaimana ditnaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB 
harus diterhitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajai4 kelebihan pembayaran 
pajak sebegainuma dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungbn 
untuk mehmasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat { 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
Iewat 2 (dua} bulan, Bupati membermm imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran pajak. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimsna 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratunm Bupati. 

BABXIV 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal87 

(1) Hak untuk melaki1kao pcaagihan Pajak menjadi kedaluwarsa set.elah 
melampaui waktu 5 (lima) tabun terhituog sejak saat terutangnya pajak 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan 
Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik lanpung 

maupun tidak langsung. 
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(3) DaJam ha.I diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimaoa 
dimaksud pada ayat (2) hmuf a, kedaluwarsa pmagihan dihitung sejak 
tanggal penyampa.ian surat paksa tersebut. 

( 4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hmuf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang pajak dan belum mehmasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengaklum utaog secara tidak langs11ng sebapimana dimeks11d pada 
ayat (2) huruf b du.pat diketahui dari pengajuan, pennobonan., angsunn 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Pajak. 

Paal88 

(1) Piutang pajak yang tidak omngkio ditagih lagi kamia hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dibapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan peogbapusan pajak yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimena dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapllS811 piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur 
dengan Perawnm Bupati.. 

BABXV 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Paal89 

(l) Wajib Pajak yang melakubn usaba dengan mmet paling sedikit Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omz.et serta tata cara 
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) 
diatur denpo Peraturan Bupati. 

Pasal 90 

(l) Bupati berwenang melalrukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuban kewajiban perpajakan daerah dalaln rangka melaksaoakao 
peraturan perundsog-undangan perpajakan dacrah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. memperlibatkan dan/atau menrinjamkao buku atau Qhda•', 

dokumen yang menjadi dasamya clan dokumcn lam yang 
berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau mangao 
yang diaoggap perlu dan memberikan bantuan guoa kehmcaran 
pemeriksaan; dan/atau 

c. memberi.kan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih laajut mengeoai tata cara pemeriksun pajak diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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BABXVI 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pual91 

(1) Jnstansi yang mela1csanek:an pemungutan pajak daerah dapat diberik:an 
insentif atas dasar pencapaian lrlnerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebepimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggarao Peodapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sehagaimana dimaksud 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXVD 

PENYIDIKAN 

Pasal92 

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tenentu di linglrungan Pemerin1ah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik UDlUk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana 
dimaksud dalmn Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalab pejabat pepwai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dianglrat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
penmdangundanga. 

(3) Weweoang Penyidik .,hagaimaoa dirnabud pada ayat (1) adaJah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan 1indak pidaoa di bidang perpajakan 
Daerah agar ketenmgan atau laporan tersebut rnenjadi lebih 
Jengkap dan jelas; 

b. mcneli~ mencari, dan meogumpu1kan ketmmgan menga,ai orang 
pribadi atal• Badan tmtaog kebeoaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan deogan tindak pidana perpajakan Daerah; 

c . meminta keterangan dan baban bukti dari. orang pribadi atau Sadan 
sehubungan dcngan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan denpn 
tindak pidaoa di bidang perpajakan Daerah; 

e. melakukan penggeledabau untuk rneodapatkan bab8D bukti 
pembukuan. pencatatan. dan dokumen lain, Berta melakukan 
penyi1aan terbadap bahan bukti tasebut; 

f. rocmiob\ bantuan tt:oaga abli daJam nmgka pclakS8D88D tugm 
pcnyidibn tindak pidana di bidang perpajabn Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseonmg meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memcriksa identitas orang, ~ dan/atau dokumen yang 
dibawa; 

h. manotret seseoiang yang berkaitm dmgan tindak pidana 
perpajakan Daerab; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan dipcriksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J. meoghentikan penyidikan; dao/atau 

k. melakukan tiodakan lain yang pcrlu untuk kelancaran pcnyidikan 
tindak pidana di bidang petpajakan Daerah sesuai .dengan 
ketentuan peraturan penmdang-undaogan 
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabet Polisi Negara 
Republik Indonesi3y sesuai dengan ketentuan yang diatur dalatn 
Undang•Undang Hukum Acara Pidana 

BABXVIII 

KETENTUAN PIDANA 

Paaal93 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD 
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengk.ap atau melampirkan 
keterangan. yang tidak ham sebingga merugikan keuanpn Daerab 
dapat dipidana dengan pidana kunmgan paling lama 1 (satu) talmn 
atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak tenJtang 
yang tidak atau kurang dloayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
ketenmgan yang tidak benar sebingga merugikan keuangan Daerah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau lrurang dibayar. . . . 

Paal94 

Tindak pidaoa di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 
berakhimya Ma.u Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau 

berakhimya Tahtm Pajak yang bersangkutan. 

Paaal95 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan penerimaan 
negara. 

BABXIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pua196 

Pada saat Peraturan Daerah ini berl~ Pajak yang masih terutang 
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah ~bagaimana 
dimaksud Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang 
bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak B88i terutang. 

BABXX 

KETENTUAN PENUTIJP 

Pan197 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1998 tentang 

Pajak Pengambilan dan. Pengolahan Dahan Galian Golongan C; 
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 1998 tentang 
Pajak Hotel dan Restoran; 
Peraturan Daenlh Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahtm 1998 tentang 
Pajak Reklame; 
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 1998 teotmg 
Pajak Penerangan Jalan sebagaimana. telah diubah dengan Peratnnm 
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 39 Tahun 2001; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tabon 1998 tentang 
Pajak Hiburan; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal98 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepenjaog mengenai 
pelak:saoaannya ditetapkan lebih lanjut deogao Peraturan Bupati. 

Pual99 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpl d~mvJaogbo 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempataonya dalain Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo. 

Diundangkao di Situbondo 
Pada tanggal O ? AP ,,c i ~ 
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